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PERATURAN PRESIDEN REFUDLIK INDONESIA

NOMOR 82 TAHUN 2020

TENTANG

KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 ({COVID-19] DAN

Menimbang

PEMULIHAN ZKONOMI NASIONAT.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA,

bahwa pandemi Corore Virus Disease 2019 (COVID-19)
telah berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, dan

kesejahteraan masyarakat;

bahwa penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID 19) tidak dapat dilepaskan «a ri upaya pemulihan
perckonomian nasional karena dampak pandem: Corond
Virus Disease. 2019 [COVID-19] telah menycbabkan
PETIUIINAT berbagal aktivilas ckonomi  yang

membehavakan perekonomian nasional;

bahwa  berdasarkan — pertmbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf b, penanganan Corond Virs
Disease 2019 (COVID-19) dan pemulihan perekomomian
nasional harus dilaloakan dalam satu kesatuan kebljakan

strategis, vang terintegrasi dan tidak dapat terpisaly

bahwa penanganan Corona Virus [hsease 2019 (COVID-
19) dan pemulihan perekonomian  nasional periu
dilakuken dalam satu kelembagaan;

= balhwao ...
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bahwa  berdasarken  pertimbangan  sebagaimana
dimalsud dalam huruf a, huruaf b, huruaf ¢, den humaf d
perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Komitc
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) darn

Permulihan Ekonomi Nasional;

Pasal 4 avat [1] Undang-Undang Dasar Nepara Republik

Indonesia Tabun 1945;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOMITE PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN PEMULIHAN
EKONOMI NASIONAL.

(1)

(2]

Pasal 1

Dalam  rangks  percepatan  penanganan  Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19] serta pemulinan dan
transformasi  ekonomi nasional, dibentuk  Komite
Penanganan Corona Virns Disease 20159 [COVID-1Y] dan
Pemulihan Ekonomi Nasional vang sclanjutiva disebut

Fornite.

Komite berada di bawah dan bertanggungjawab kepuada

Presiden.

Pasal 2

Komite sebagaimanra dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

A.

b.

Komite Kebijakan;
Satuan Tugas Penanganan COVID-19; dan

Satuan ‘Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi

Nasional.

Pazal ...
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Pasal 3

Komite Kebijakan sebageimana dimaksud dalam Pasal 2

Faraf & mempunyal tugas:

.

menyusun rekomendasi kebijakan strazepis kepada
Presiden dalam rangka percepiatan penanganar
COVID-19 serta pemulihan perckoromian dan

transformasi ekonomi nasional;

menpgintegresikan dan menetapkan langkah-langkah
pelaksanaan kebijakan strategis serta terobosan
vang diperlukan untuk percepatan pCnanganan
COVID-18  serta pemulihan peorckonomian  dan

transformasi ekonomi nasional; dan

imelalukan monitoring dan cvaluasi pelaksansan
kebijakan strategis  dalam  rangka percepatan
PEnAangaTlEn COVID-19 serta pemulihan

perekonomian dan transformasi ckonomi nasional.

Susunan  keangpotaen Komite Kebijakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1} terdiri atas:

a,

b.

Ketua : Menteri Koordinator Bidang
Perelkeonomian;
Walkil Ketua 1 : Menteri Koordinator Bidang

Kemaritiman dan Investasi;

c. Walkdl ...
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e, Waldl Ketua 11

d.  Walal Ketua Il

=, Walkil Kerua [V
f. Walal Ketua W

g, Wakil Ketua VI

h., Ketua Pelaksana

L. Sclretaris
Ekselutif 1
j.  Sekretaris

Eksckutif 11

Pasal 4

Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan

Keamanar;

Menteri  Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan,;
Menteri Keuangan;
Menteri Kesehaten:

Menteri Dalam Negeri;

Menteri Badan Usaha Milik

Negara,

adr. Radcen Pardede;

Selretaris Kementerian Koordi-

nator Bidang Perelconomian.

Kctua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayet

(2) hurad h mempunyai mgas untuk mengintegrasikan dan

mengoordinasikan pelaksanaen kebljakan strategis dalam

rangka percepatan penanganan COVID-12 serta permulihan

perekonomian den transformasl ekonomi nasional.

Pasal ...
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Pasal 5

[ralam pelaksanzan tugasnya, Komite Kebijjaken dibantu
oleh Selretariat Komite Kebijalkan.

Sekretariat Komute Kebijakan dipimpin secara bersama
oleh.

a. Selretaris Ekseloutif I uniik bidang program; dan
b. Sckreturis Eksekutifl II untuk bidang admimstrasi

Rincian tugas dan susunan keanggotaan Sekretariat
Komite Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayal (1),
dit=tapkan oleh Ketua Komite Kebijakan.

Pegal &

Satusn Tugas Penangansn COVID-19 sebagaimana cimaksud

dalam Pasal 2 huruf b mempuny=n tugas:

.

melaksanakan dan mengendalilkan implementasi
kebijakan strategis yvang berkaitan dengan penanganan
CAOVID 19;

menyelesaikan  oermasalahan  pelaksanaan  kedijakan
slratepis yang berkaiten dengan penanganan COVIDR-13

secara cepat dan teoat;

melakukan pengawasan pelzksanaan kebijakan strategis

vang berkaitan dengan penanganan COVID 19; dan

menetapkan den melaksanakan kebijakan serta lenghkab-
lengkah lain yang diperlukan dalam rangka perccpatan
penanganan COVID-149

Pasal ...
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Batuan Tugas Peranpanan COVID-19 sebapaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf b diketuai oleh Kepala Badan Nasional

Penanggulangan Bencana.

Pasal 8

Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Exonomi Nasional
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢ mempunya:

Fuges:

a. melaksanakan dan  mengenddlikan imolementasi
kebijakan stratcgis vang berkaitan dengan pemulihan dan

transformasi elkonomi nasional;

. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan  kebijakan
gtrategis vang berkaitan  dengan  pemulbihan dan
transformasi ckonomi nasional, termasuk pesrmasalahan
vang dinadapt scktor-sektor usaha riil secara cepal dan

tepal;

c. melakukan pengawasan pelaksanaan keblakan strategis
vang berkaitan dengan pemulihan dan  transformasi

ekonoimi nasional; can

d. menelapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-
langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan

pemulihan dan transformasi ekonomi nasional.

Pasal 9

Satuan Tugas Permulihan dan Transformas: Ekonomi Nasional
sebagaimana dimaksud dalam PFasal 2 hurul c diketuai cleh
Wakil Menteri Badan Usgha Milik Negara 1.

Pasal ...
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Pasal 10

Dalam melaksanakan tuges sebapaimana dimaksud dalam

Pasal 6 dan Pasal 8, Satuan Tugas Penanganan COVID-19

dan SBatuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi

Masional:

.

(1)

(2)

mernilik] kewenangan untuk menetap<an keputusan yvang

mengikat kementer-an/lembaga, pemerintah dzerah dan

instansi pemerintah lzinnya; can

melakulkan komunikasi darn koordinasi dengan

kementerian/ lembaga dan pemenntah daerah terkait,

Pasal 11

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan Satuan Tugas
Pemulihan dan  Transformasi Ekonomi — Nasionsl
sebagaimana cdimaksud dalam Pasal 2 hurul ¢
beranggotakan unsur pemerntah dan unsur lamnys

vang diperlukan.

Susurnsn keanggotaan dan struktur organisasi Satuan
Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ditetapkan

oleh Kats Knmire Kebijakan.

Pasel 12

Gubernur dan Bupatl/Walikota membentuk Satuan
Tugas Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan
pertimbangan dan rekomendasi Ketua Satuan Tugas
Penangenan COVID-19,

(2) Penanganan ...
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(2] Penanganan COVID-19 di daeran dilakukan dengan
memperhatikan arehan Ketua Satuan Tugas Penanganan
COVID-19,

Pasal 13
Komite sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 1, dalsm
pelaksanaan  tugasnya dapat  mclibatkan kementerian,
lembaga, instansi, pemerintah daerah, badan asaha, ahh,

akademisi, dan pihak lain yang diperlukan.

Fasal 14

Ketua Komite Kebijakan melaporkan pelaksanaan tugas
kepada Presiden sccara berkala setiap 3 ({tiga) bulan atau

sewalitu-walttu jika diperlukan,

Pasal 15
i1} Ketua Satuan Tugas Penangenan COVID-1¥ menyusun

dan menyampailkan laporan rutin harian kepada Presicen
dan Ketua Komile Kebijalaan.

(2] Ketun Satuan Tugas Peranganan COVID-1%
menvampaikar, lapuran  kejadian  mendesak  kepada
residen dan Keoua Komite Kebijakan sewaltmu-waktu hila
diperlulkan.

Pasal 16

Ketuo Sotuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi
Naszional melaporkan pelaksenaan tugas kepada Presiden dan
Ketua Komite Xebijakan secara berkala setiap | {sani) bulan

atau sewaktu-waklu bila diperlukan.

Pasal ...
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Pasal 17
Kementerian/lembaga, pemerintah daeran  provins;,  dan
pemernntah  daerah  kabupaten/knta membernikan dukungan
terhadap pelaksanaan tugas Komite sesual dengan wewenang

MASINE-masing.

Pasal 18

Sepala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas
Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan COVID-19,
Saman Tugas Pemulihan dan  Transiormasi  Ekonomi
MNasional, dan Sexretariat Komite Kebijpkan dibebankan

kepada:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

b.  enggaran pendapatan dan belarnja daerah; dan/atau
c. sumber lain yvang sah dan tidak mengikat sesual dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Dengan pembentukan Komite sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, melalui Peraturan Presiden iml

membubarkan:

a. Tim Transparansi Industri Eksirakiil yang dibentux
berdasarkan Peraturan Presiden Nomer 26 Tahun
2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan
Pendapatan Daerah vang Diperolch dari Industri
Blstralktil;

b, Badan Koordinasi Nasional Penyuluhesn Pertanian,
Perikanan, dan  HKehutanan  yang  dibentuk
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun
2011  tentang Badan  Koordinasi  Nasional

Penyuluhan Pertanian, Perizanan, dan Kehutanan,

c. Kormite ...
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Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia 2011-2025 wvang dibentuk
berdasarkan Peraturan Perataran Presiden Nomor
32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepaten dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-
2025 sebagaimena telah diubah dengan Peraturan
Prasiden Nomor 48 Tahun 2014 teniang Perubaban
atas DPeraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011

tenitang  Masterplan  Percepatan dan  Perluasar

Pembangunan Ekonom! Indonesia 2011-2025;

Badarn Pengembangan Kawasan Strategis dan
Trfrastralkne SHelat Sunda vang  dibentuk
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun
2011 tentang Penpembangan Kawasan Strategis dan

Infrastruktur Selat Sunda;

Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistern
Mangrove vang cdibentuk berdassrkan Peraturan
Presiden Nomor 73 Tshun 2012 tentang Stratem

Nasional Pengelolaan Fkosistern Mangrove;

Badan  Peningkatan  Penvclenggarsan — Sistem
Penyediaan Air Minum yang dibentule berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2016 tentang
Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem

Penyedizsn Air Minuim;

Komite Pengarah Peta Jalan Sistemn Perdagangan
Nasional Berbasizs Elekmronik [(Food Moup  e-
Commerce] Tehun 20172019 yang dibentux
berdassrkan Peraturan Presiden Nomeor Y4 Takun
2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan
Nasional Berbasis Elektronik [(Road Map e-
Commercs) Tahun 2017-2019;

h. Satuan ...
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Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha
vang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden
Numnor 91 Tahun 2017  tentang Percepatan
Pelalksanaan Berusahs;

Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluas! atas
Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga kepada
PDAM Dalam Rangka Percepatan Penyediasn Air
Minum vyang dibentuk berdasarken Peraturon
Presiden Nomor 45 Tahun 2019
tentarg Pemrberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh
Pemerintah  Pusat Dalam  Rangka Pereepatan

Penyediagan Air Minum;

Tim Pinjaman Komersial Luar Neger yeng dibentuk
berdasarkan Keputusan Presiden Numer 39 Tahun
1991 tenteng Koordinasi Penpelolaan Pinjaman

Komesgial Luar Negeri;

Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagongan
Multilateral  Dalam  EKerangla World  Trade
Organization yang dibentuk berdasarkan Keputusan
Presiden WNomor 104 Tahun 199% tentang
Pembentukan Tim Nasional unluk Perundingan
Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World
Trade Organization sebagaimana telah heberapa kali
diubah, terakhir dengan Keputasan Presiden Nomor
16 Tahun 2002 tentang Perubahan EKedua atas
Kepulusan Presiden Nomor 104 Tahun 1993 tentang
Pernbentuksar Tim  Nasionzl untuk Perundingan
Perdsganegan Multlateral Dalam Kerangka World
Trade Organization,;

1. Tum ...
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Tim Restrukturisesi dan Rekabihtasi PT [Persero)
Perasshaan  Listnk Negara  yang  dibentuk
berdasarkan Kepulussn Presiden Nomor 160 Tahun
1999 tentang Tim Restruktarisasi dan Behabilitos:
PT (Pergerc] Perusahaan Listrik Negara sebapaimana
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 133
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan
Presiden Nomos 16€& Tahun 1999 tenteng Tim
Restrukturisasi dan  Rehabilitasi1 PT  [Persern)

Perusahaan Listrik Negara,

Komite Kebijakan Sektor Kevangan yang dibentuk
bercdasarkar. Keputusan Presiden Neomor 177 Tahran
1699 tentang Komite Kebiakan Sektocr Keuangan
sehagaimana telah beberapa kali diubah, teralhir
dengan Keputusan Presiden Momor 53 Tahun 2003
tentang Perubahan Kedua atss Keputusan Presiden
Nomer 177 Tahun 1999 tentang Komite Kebijakan

Sektor Kenanpgan,;

Komite Antar Departemen Bideng Kehutanan yang
dibeniuk berdasarkan Keputusan Presiden MNomor
80 Tohun 2000 tentang Komite Antar Departemen

Bidang Kehnfanan,;

Tim Koordinasi Peningkatan Kelanecaran Ars
Barang Ekspor dan Impor vang dibentuk
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor o4 Tabun
2002  tentang Tim  Koordinasi =ningkatan
Kelancaren Aras  Barang Ekspor dan  Impor
sebapaimana  telah  diubah  dengan  Keputusan
Presiden Nomor 24 Tahun 2005 tentang Perubahan
atas Kepunisan Presiden Nomor 54 Tabhun 2002
tentang Tim Koordinasi Peningketan Kelancaran
Aruz Barang Ekspor dan !mpaor;

p. Tim ...
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p. Tim Nasional Peningkalan Ekspor dan Peningkalan
Investasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan
Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasiona.
Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investas,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terekhir
dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2010
lentang Perubahan Kedue ztas Keputusan Presiden
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasonal
Peningkatan Ekspor dan Penirghkatan Investasi;

g, Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah
Susun di Kawasan Perkotaan wang dibentuk
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun
2006 tentang Tim  Koordinasi  Percepatan
Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan;

dan

r.  Komite Nasional Persiapan Pelaksanaarn Masyarakat
Ekonomi Association of Scutheast Asian Nations yang
dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor
37 Tahun 2014 tentsng Kemite Nasinral Persiapan
Pelaksansan Masvarakat Ekonomi Association of

Sautheast Asian Nations.

(@) Dengan pembuabaran sebapaimana dimaksud pada ayat
(1) huraf h, huraf p, dan huref r, pelaksanaarn gas dan

hangs:

a. BSatnan Tugas Fercopatan Polaksensan Berusaha
vang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden
Nomer 21 Tahun 2017 tentang  Percepatan
Pelalesanaan Berusaha,

. Tim ...
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k. Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan
Investasi yang dbentuk berdasarkan Keputusan
Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional
Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi
schagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Heputasan Presiden Nomor 28 Tahun 2010
tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden
Necmor 3 Tahun 2006 teatarg Tim  Nasional

Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investas:; dan

c. Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyaralkat
Ekonomi Association of Southeast Asian Nalions yang
dibentuk berdasarkan Keputasan Presiden Nomor
37 Tahun 2014 tentang Komite Nasional Persiapan
Pelaksanaan Masyarakat Fkonomi Association of

Southeast Asian Nations,

dilaksznakan olsh Komite Xcbijakan dan/atau Satuan
Tugas Pemulihan dan Transformasi Fkonomi Nasional
sesiai  tigas  dan  kewenangan — masing-masing

sebagaimana ciatur dalam Peraturan Presiden ini.

Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} huruf a, pelaksanaan tugas dan fungsi Tim
Transparansi Industri  Ekstraktif yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010
tentarny — Transparansi  Pendapatan  Negara dan
Pendapatan  Daerah yang Diperoleh  dan Industri
Ekstrekif, dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral dan Kementerian Keuangan scsual

dengan Lugas den fungsi masing-rmasing,

(4] Dengan ...
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rengan pembubaran schagaimana dimelksud pada ayat
(1) huruf b, pelaksanaan tugas dan fungsi Badan
Koordinasi Nasional Penyuluban Pertanizn, Perikanan,
dan Kehutanan yang dibentuk berdasarkan FPeraturar
Presiden Nomor 10 Tshur 2011 tentang Bedan
Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perilcanan,
dan Kehutanan, dilaksanakan oleh Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian
Pertanian, dan Kementerian Kelwulan dan Perikanan

scsual dengan tugas dan fungsi masing-masing,

Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1] huruf e, pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinesi
MNasicnal Pengelclaan Ekosistem Mangrove yang dibentulc
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012
tentang  Strategi Nasional Pengelolasn  Ekosistem
Mangrove, dilaksanakan oleh Kementernian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan dan Kemenlerizn kelautan can
Perikanen sesual dengan tugas dan fungsi masing-

Masing.

Dengan pembubaran sebagaimena dimaksud pada ayat

|1} hurul [ dan hurul g, pelaksanaan tugas dan Fangsi:

4. Badan  Peningkatan  Penyvelenggersan  Sistem
Penyediaan Air Minum yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2016 tentang
Badan  Peningkatan  Penyelenggaraan — Sistem

Penyediaan Air Minum; dan

b T ...
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b. Tim Koordinasi Percepaten Pembangunan Fumah
susun di Kawasan Perkotasn yang dibentuk
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun
2008 tentang  Tim Koordinas:  Pereepatan

Penbangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan.

dilaksanakan oleh Kementesign Pekerjpan Umnum dan

Perumshan Rakvat,

Dengar pembubaran sebagaimana dimalksud pada ayat
(1) huruf i, pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi
Pemantaan dan Evaluasi atas Pemberian Jaminan dan
Subsid: Bunga kepada PDAM Dalam Rangka Percepatan
Penyvediaar Air Minum yang dibentult berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 4/ Tahun  201©
tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh
Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan
Air Minum, dilaksanakan olech Kementerian Kcuangan
dan Kementernian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Ralkyat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Dengan pembubaran scbagaimana dimalzsud pada ayat
(1) huruf j, pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pinjeman
Komersial Luar Negsri wvang dibentuk berdasarkan
Keputusarnt Presiden Nomor 3% Tabun 13%1 tenleng
Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komeraial Luer Negeri,

dilaksanakan oleh Kementerian Keusnpgan.

Dengan permnbubaran schagaimana dimaleud pada ayat
(1) huruf k, pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Nasinnal
Untuk Perundingan Perdagangan Multlateral Dalam
Kerangka World Trade Organization yang dibentuk
Lerdasarkan Keputusen Presiden Nomor 104 Tahun 1999
tentang Pembentukan Tim Nasional Untule Perundingan

Perdaganean Multilateral Dalam Kerangka World Trade

Chganization. ..
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Crganization. sebagaimana teleh beberapa kali diubah,
terakhir dengan Keputusan Presicen Nomor 16 Tahun
2002 tentang Perubahean Kedua atas Keputusan Presiden
Nomor 104 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim
MNasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral
Dalam Kerangka World Trade Organization, dilaksanakan
oleh Kementerian Perdagangan dan Kemenlerian Luoar

Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing,.

Dengan pembubaran sebagaimana dimalksud pada ayal
(1} huruf n, pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Antar
Departemen  Bidang  Kehutanan  vang  dihentuk
berdasarkan Keputusan Presider. Nomor 80 Tahun 2000
tentang Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan,
dilaksanakan oleh Kementerian Longkangan Hidup dan

Echutanan.

Pasal 20
Dengan Peraturan Presiden inu

a. Gugus Tugss Percepatan Penanganan COVID-19 yang
dibentul: berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7
Tahun 2020 tentang Gupgus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virws Disease 20159 [COVID-1%)
sebagaimana telah  divbah  dengen  Kepulusan
Presiden Momor 9 Tahun 2020 tcntang Perubahan
atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tehuarn 2020
tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corang
Virus Disease 2012 {COVID-19]; dan

b,  GChygus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Dacrah
vang dibenouk oleh Gubernur dan  Bupati/ Walkota,

letap ...
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tetap melaksana<an tugas, fungsi, dan wewenangnya
sampai dengan keanggotaan Satuan Tugas Penanganan
COVID-19 dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19
Daerah dibentuk dan  ditetapkan sesual  dengan

ketantuan Peraturan Presiden 1.

Sejak dibenluk dan ditetapkannya keanggotaan Satuan
Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tuagas
Penanganan COVID-19 Daerah sebagsimana dimaksud
pada avat (1):

a, Kepumizan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 fenmang
Gupus Tugas Percepatan Penanganan Corona Viris
[Msease 2019 [COVID-19) scbagaimans telah diubah
dengan  Keputusan Presiden Nomer § Tahun 2020
tenmang Perubahan atas Keputusan Presidea Nomor 7
Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan
Peranganan Corona Virus Disease ZUI9 (COVID-19),
dicabut dan dinyatakan tidak berlakou;

b. (nigus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan
Gueus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
Daerah  sebagaimara  dimaksud  pada ayat (1)
dibubarkan; dan

¢c. pelaksanaan tugas dan [Tunmgsi Gugus Tugas
Percepatan Penanganan COVID-19 dan Gugus Tugas
Percepatan Penanganarl COVID-19 Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya
dilaksenakan cleh Komite Kebijakan dan/ateu Satuan
Tugsas Penanganarn COVID-19 /Satuan Tugas
Penanganan COVID-19 Dacrah scsual tugas dan
kewenargan masing-masing sebegaimana  diatur
dalam Peraturan Presiden in:.

Fasal ...
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Peda saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

L]

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang
Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan
Daerah yvang Diperoleh dari Industri Ekstra<t.[;

Peraturan Presiden Nomer 10 Tahun 2011 rentang Badan
Koordinasi Nasional Penvuluhan Pertanian, Perikanen,
dan Kehutanan;

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang
WMasterplan Percepatan dan Perluasar Pembangunan
Ekonomi Indonesia 2011-2025 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 201«
tentang Perubakan atas Peraturan Presiden Momor 32
Tahun 2011 tentang Masterpian Pereepatan dan

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;

Peraluran  Presiden Nomeor 86 Tahun 2011 tcnteng
Pengermbangan Kawasan Stategis dan  Infrastrulktur

Selat Sunda;

Peraturan Presiden Nemor 73 Tahun 2012 tenfang

Strategi Nasional Pengelolean Ekosistem Mangrove;

Peraturan Presicen Nomor 90 Tahun 2016 tentang Badan
Peningkatan Penyelenggaraan Sistern Penyediaarn Air

Minurn;

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Feta
Jalan Sistem Perdapangan Nasional Berbasis Elektronik
| Koad Map e-Commerce) Tehun 2017-2019;

h. Peraturan ..
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Peraturan DPresiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang

Percepatan Pelaksanean Berusaha;

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1991 tentang

Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri,

Keputusan Presiden Nomer 104 Tahun 1999 tentang
Pemnbentukan Tim  MNasicnal untuk  Perundingan
Perdagangan Multilateral Dalam EKerangka World Trade
Organization schagaimana telah beberape xal diubah,
terakhir dengan Kepurusan Presiden Nomor 16 Tahur
2002 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden
Nomor 104 Tahun 199% tentang Pembentukan Tim
Masional untuk Perundingan Perdagangan Multilatcral

Dalam Kerangka World Trade Organization,

Keoutusan Presiden Nomor 166 Tahun 1999 tentang Tim
Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Ferusabiaun
Listrik MNegara schageimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Momer 133 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Kepuhisan Presiden Nomor 166 Tahun
1999 tentang Tim Restrukrurizasi dan Rehabilitasi PT

[Persero) Perusahaan Listrik Negara;

Keputusan Presiden Nemor 177 Tahun 1999 tentang
Kemite Kebijakan Sektor Keunangan sebagaimana telah
beberepa  kali  diubah, terakhir dengan  Keputusan
Presidern Nomor 53 Tabun 2002 tentang Perubahan
Kedua atas Keputusan Presidsn Nomor 177 Tahun 1959

tentang Komite Kebjjakan Sekior Keuangan;

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2000 tentang

Komitz Antar Departemen Bidang Kehutanan;

. Kepuiusan ...
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Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tim
Koordinasi Peninglatan Kelancaran Arus Borang Ekspor
dan Imper sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 24 Tahun 2005 tentang Perabahan atas
Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tim
Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor

dan Impor;

Keputusan Presiden Nomar 3 Tahun 2006 tentang Tim
Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi
sebagaimana teleh beberapa kali diubah, terakhir dengan
Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2010 tentang
Ferubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 3
Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor

dan Peningkatan Investasi;

Keputusan Fresiden Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tim
kKoordinasi Percepatan Pembangunan Eumah Susun di

Eawasan Perkotasan; dan

Keputusan Presidsn Nomor 37 Tahun 2014 tentang

Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan DMasyarakat

Ekonomi Association of Southeast Asian Nafions,

dicabut dan dinyvatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan  Presiden ini mulai  2erlaka pada tangzal

diundangkan.

Agar ...
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Agar seliep orang mengetahuirya, memerintahkan

pengundangan  Peraturan  Presiden  ini denpgan

penempatannya  dalam

Indonesia.

Lembaran Negars Republil

Citetapkan di Jakuariy

pada tanggal 20 Juli 2020
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Drndanglan di Jakarta

pada tanggal 20 Jul 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY

ted.
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